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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

   TAHUN 2006  NOMOR  13 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR  13    TAHUN 2006 

 
T E N T A N G 

 
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  KERINCI, 

 
Menimbang : 
 

a. bahwa dalam rangka menggali potensi daerah, melindungi 
kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa 
konstruksi dengan mempedomani Keputusan Menteri 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 
tanggal 10 Juli 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha 
Jasa Konstruksi Nasional maka untuk merealisasinya perlu 
diatur lebih lanjut ; 

 

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.  
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Mengingat :  
 

1.  Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 3685 ); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 3817 ); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3833 ); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 3851 ); 

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 4048 ); 
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7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Nomor  4389 ); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004      
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4437 ); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4438 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Usaha 
dan Peran Masyarakat Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Nomor 3955 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Nomor  3956  ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang  
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 3957 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997      
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 3692); 

14. Keputusan Menteri  Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa 
Konstruksi Nasional; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    KABUPATEN KERINCI 

dan 
BUPATI KERINCI 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :   
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG   
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal   1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah  Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara  Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci. 

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi  tugas  tertentu  dibidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan  Peraturan  perundang-
undangan  Daerah yang berlaku. 

6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun , persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana 
pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 
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7. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan 
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatn ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah. 

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. 

10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 
disingkat SSRD adalah merupakan bukti setoran Retribusi 
Daerah. 

11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh 
wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib 
retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi 
yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan 
yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah 
ditetapkan. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 
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14. Retribusi Izin Jasa Usaha adalah retribusi atas Pemberian Jasa 
Pelayanan Izin Jasa Usaha tertentu. 

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau dan denda. 

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib 
Retribusi. 

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan 
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
BAB  II 

NAMA, OBJEK , SUBJEK  DAN WAJIB RETRIBUSI 
Pasal  2 

 

Dengan nama Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi atas 
pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi. 
 

Pasal  3 
 

Objek Retribusi adalah pelayanan  pemberian izin usaha jasa 
konstruksi. 
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Pasal  4 
 

Subjek Retribusi adalah  badan usaha bergerak dibadang jasa 
konstruksi. 

 
BAB  III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
Pasal  5 

 

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi 
Perizinan tertentu 
 

BAB  IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal  6 
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan  Klasifikasi dan 
Kualifikasi Badan Usaha yang diberikan. 

 
BAB  V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN                    
STRUKTUR BESARNYA TARIF 

Pasal  7 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 
tariff retribusi di dasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian 
atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan 
formulir, blanko/dokumen/penatausaha SIUJK, pembinaan, 
Pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, penegakan hukum 
atas pemberian izin tersebut. 
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BAB  VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal  8 
 

Struktur tarif digolongkan berdasarkan golongan usaha konstruksi. 
(a) Tarif permohonan baru dan perpanjangan izin ; 
 

1. JASA KONSTRUKSI IZIN BARU PERPANJANGAN 
IZIN 

K3 (0 – 100 juta) 

K2 ( diatas 100 juta – 400 juta)  

K1 ( diatas 400 juta – 1 milyar ) 

M › ( diatas 1 milyar – 3 milyar ) 

B1 › ( diatas 3 milyar – 10 milyar ) 

B2 › ( diatas 10 milyar)  

 

Rp.      600.000 

Rp.   1.200.000 

Rp.   1.500.000 

Rp.   3.000.000 

Rp.   6.000.000 

Rp. 10.000.000 

 

Rp.      300.000 

Rp.      600.000 

Rp.      750.000 

Rp.   1.500.000 

Rp.   3.000.000 

Rp.   5.000.000 

 

2. JASA KONSULTAN IZIN BARU PERPANJANGAN 
IZIN 

K ( 0 – 200 juta ) 

M ( diatas 200 juta– 1 milyar ) 

B ( diatas 1 milyar ) 

Rp.   1.500.000 

Rp.   4.000.000 

Rp.   6.000.000 

Rp.     750.000 

Rp.   2.000.000 

Rp.   3.000.000 

 
(b) Tarif untuk izin usaha jasa konstruksi / perubahan sebesar   25 

% dari tariff dimaksud huruf a Pasal ini. 
(c) Tarif penggantian SIUJK yang hilang atau rusak sebesar 50 % 

dari biaya pengurusan baru. 
(d) Tarif untuk perubahan izin yang terlambat dibebankan biaya 

sebesar 2 x jumlah retribusi yang harus dibayar sebagaimana 
perhitungan dimaksud Pasal 8 huruf a. 
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BAB  VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal  9 
 

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat  surat 
izin usaha jasa konstruksi dikeluarkan. 
 

BAB  VIII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal  10 
 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun 
 

Pasal   11 
 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 
 

BAB  IX 
SURAT PENDAFTARAN 

Pasal  12 
 

(1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD 
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
Wajib Retribusi atau kuasanya. 

(3) Bentuk, isi serta dan tata cara pengisian serta penyampaian 
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 
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BAB  X 
PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal  13 
 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) 
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD. 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data 
baru atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan pengubahan jumlah retribusi yang terutang, 
maka dikeluarkan SKRDKBT. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 
 

BAB  XI 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal  14 
 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut oleh Dinas/Instansi terkait langsung dengan 

menggunakan SKRD dan SKRDKBT. 
(3) Setiap pungutan retribusi diberikan tanda terima/ bukti 

pembayaran yang syah dimana bentuknya ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

(4) Hasil pemungutan retribusi di setor ke Kas Daerah dalam jangka 
waktu 3 x 24 jam tembusan ke Dinas Pendapatan Daerah. 

(5) Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
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BAB  XII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal  15 
 

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan denda administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi 
yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

 

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak diindahkan, maka 
dilakukan pencabutan izin. 

 
BAB  XIII 

TATA CARA PEMBAYARAN 
Pasal  16 

 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, 
pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya              
15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan 
STRD. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran 
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 
BAB  XIV 

TATA CARA PENAGIHAN 
Pasal  17 

 

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD 
dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah 
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang 
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dibayar wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan 
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

(2) Penagihan reribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB  XV 
K E B E R A T A N 

Pasal  18 
 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT 
dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas 
ketetapan retribusi, secara jabatan, Wajib retribusi harus dapat 
membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama       
2 (dua) bulan sejak tanggal  SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB 
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 
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Pasal  19 
 

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan. 

 

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya retribusi yang terutang. 

 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulakn. 

 
BAB  XVI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
Pasal  20 

 
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. 
 

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan 
keputusan. 

 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah 
lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan. 
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(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, 
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang retribusi tersebut. 

 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan 
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah 
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan 
atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

 
Pasal  21 

 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan 
sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a. nama dan alamat Wajib Retribusi; 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran; 
d. alas an yang singkat dan jelas. 

 
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. 
 
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman 

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh 
Kepala Daerah. 
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Pasal  22 
 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan 
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan 
utang retribusi lainnya, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan 
dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran. 

 
BAB  XVII 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal  23 
 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan 
dan pembebasan retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 
BAB  XVIII 

KEDALUARSA PENAGIHAN 
Pasal  24 

 

(1) Hak untuk melakukan, penagihan retribusi, kedaluarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan 
tindakan pidana di bidang retribusi. 

 



13 2006.doc/ Zh@-06 - 16 - 

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran ; atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung 
 

BAB   XIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal   25 
 

(1) Kepala Daerah dapat menunjuk unit kerja / pejabat untuk 
menerbitkan SIUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian izin 
usaha jasa konstruksi. 

(2) Unit kerja / pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUJK adalah 
unit kerja / pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi 
pembinaan jasa konstruksi. 

(3) SIUJK yang diberikan pada badan usaha berlaku selama 3 (tiga) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

(4) SIUJK yang diterbitkan berlaku untuk seluruh wilayah Republik 
Indonesia 

 
BAB  XX 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal  26 

 

(1) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah diterbitkan tetap 
dinyatakan berlaku dan paling lama 1 (satu) tahun sejak 
ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengurus Izin Usaha 
Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 

(2) Lewat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 
izin yang ada dinyatakan tidak berlaku. 
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BAB  XXIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  27 
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal  28 
 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten kerinci. 
 
 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
Pada tanggal 25 Maret 2006   

 
BUPATI KERINCI 

dto 
H. FAUZI SIIN 
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
 
Nomor  : 13    Tahun 2006 
 
Tanggal : 29  Desember  2006 
 
 
 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KERINCI 
 

dto 
 

Ir. H. ZUBIR MUCHTAR 
Pembina Utama Muda 

NIP. 430 004 969 
 
 


